BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, diantaranya :

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen atas tindakan yang
dilakukan oleh pedagang Pasar tradisional yang merekayasa
timbangan (metrologi legal) masih lemah dan/atau tidak benar-
benar dilindungi oleh pemerintah. Perlindungan konsumen adalah
segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk
memberikan perlindungan terhadap konsumen, tetapi pada
faktanya tindakan-tindakan pedagang yang merekayasa timbangan
masih sering terjadi, khususnya pada perdagangan di pasar
tradisional. Artinya bahwa dalam hal ini pemerintah masih belum
menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengawasi kegiatan
perdagangan sehingga berdampak pada tidak tecapainya
perlindungan terhadap konsumen. Tentunya perbuatan curang
tersebut dapat dikatagorikan sebagai pelanggaran terhadap
konsumen.

2. Upaya penyelesaian sengketa Konsumen terhadap kecurangan
timbangan yang dilakukan oleh pedagang pasar tradisional yaitu
dapat diselesaikan melalui pengadilan (litigasi) dan di luar
pengadilan (non litigasi). setiap konsumen yang dirugikan dapat

menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas
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menyelesaikan sengketa antar konsumen dan pelaku usaha atau
melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
Terhadap konsumen yang merasa dirugikan atas tindakan
kecurangan timbangan yang dilakukan oleh pedagang maka
terlebih dahulu konsumen menyelesaikan sengketa tersebut di luar
pengadilan (non litigasi). Penyelesaian sengketa konsumen di luar
pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan
mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai
tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau
tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.
Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) dapat

melalui

B. Saran
Salah satu perlindungan untuk konsumen secara berkala dapat
dilakukan pengecekan timbangan, selain ini mengenai upaya pertama
yang dapat ditempuh oleh konsumen yaitu dengan melakukan pengaduan
kepada dinas perdagangan. Tujuan tersebut diharapkan dapat menjadi
saran kontrol terhadap dinas perdagangan untuk senantiasa memberikan
pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam bidang
kebenaran alat alat ukur, timbang, takar dan perlengkapan lainnya.
Langkah-langkah tersebut adalah langkah awal yang tepat  untuk
menjadikan pengaduan tersebut sebagai bahan evaluasi bagi dinas

perdagangan. Pemerintah dalam hal ini sebagai pengawas perdagangan
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dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pedagang terkait

dengan pengetahuan kemetrologian (kebenaran alat-alat ukur di pasar).
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